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ABSTRAK 

MUHAMMAD ARSYA FIRDAUS : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Anak di Jawa Barat Dihubungkan dengan Pasal 76f Jo Pasal 83 

Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk   mewujudkan   keinginan- 

keinginan hukum menjadi kenyataan, seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan 

hukum. Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan anak diatur dalam pasal 

76f dan pemidanaannya pasal 83 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Jumlah tindak pidana perdagangan anak dari tahun 2020-2022 

selalu ada, akan tetapi di tahun 2021-2022 jumlah penyelesaianya tidak setara 

dengan jumlah tindak pidananya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di Jawa Barat dalam 

menyelesaikan perkara di tingkat penyelidikan, dan penyidikan, serta kendala apa 

saja yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

perdagangan anak, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan pada anak. 

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan 

Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya  

untuk menegakan norma secara nyata. Soerjono Soekanto juga mengemukakan  

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain materi 

hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat dan budaya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu 

memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta  

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis, serta 

menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekaatan penelitian lapangan 

yang mengkaji ketentuan hukum positif dan kenyataan dalam masyarakat. 

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang 

dilakukan Polda Jawa Barat terhadap tindak pidana perdagangan anak adalah 

dengan cara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Adapun kendala 

yang dihadapi pertama, kendala internal kurangnya kualitas personil yang spesialis 

dalam penangan anak, dana yang terbatas, dan kurangnya pengawasan internal. 

Kedua, kendala eksternal kurangnya keterbukaan dari korban, serta adanya faktor 

masyarakat dan budaya. Upaya yang  dilakukan Kepolisian untuk mengatasi 

kendala internal yaitu pertama,  meningkatkan kualitas personil, melakukan 

tindakan efisien dalam mengelola  dana. Kedua, upaya mengatasi kendala eksternal 

yaitu mengadakan sosialisai mengenai perdagangan anak, melakukan kerjasama 

dengan lembaga terkait. 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Anak, Polda 

Jabar. 

  


